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HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN KEUANGAN 

ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Keuangan digunakan metode pemeringkatan hukuman disiplin sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.09/2009 tentang Penggunaan Metode 
Pemeringkatan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Penggunaan Metode Penentuan jenis Hukuman Disiplin dalam rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin 
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 
Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 169, TLN No. 3890), PP 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN 
No. 5153), Keppres 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu RI 462/KMK.09/2004, Permenkeu RI 
184/PMK.01/2010 (BN Tahun 2010 No. 498), Kepmenkeu RI 174/KMK.01/2011. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Kementerian Keuangan, baik yang telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan 
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang belum mendapatkan Surat Keputusan 
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan setelah Pegawai yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin terbukti bersalah dalam pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam hal pelanggaran disiplin menimbulkan dampak negatif, 
penentuan jenis hukuman disiplin mempertimbangkan dampak negatif terhadap Unit Kerja, Instansi, 
atau Pemerintah dan/atau Negara. Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai dilakukan dengan 
menggunakan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin. Dalam menentukan tingkat dan jenis 
hukuman disiplin, Pejabat Pemeriksa menggunakan hasil penghitungan dengan Metode Penentuan 
Jenis Hukuman Disiplin. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 213/PMK.09/2009 tentang 
Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 1 
Agustus 2011. 

  - Lampiran: halaman 1-18. 
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